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PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : . C/" TAHUN 2012

. TENTANG,

RETRIBUSI PEMA ALAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN, YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGT, |

. bahwa . derigar. b urn '“quéngj_l‘)ﬁdang Nomor 28

: acrah’dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan - Daerah ‘Kota - Bukittinggi. Nomor 24
Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian'; Kekayaan
Daerah, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali dengan
Undang- Undang tersebut; ;

- bahwa berdasarkan per timbangan scbagaimana dimaksud

huruf a, perlu raembentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

- Undang-Undang' Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);-

- Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang

Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan
-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2104);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 198J) Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209j); '

. Undar’l‘g'Undang_ Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambatian Lembaran Negara Nomor 4236)

: .Updai;g—Undang Nomor = 1 = Tahun 2004 tentang
E v"-Perb'e‘"iixdah%yaan_ Negara (Lembaran Negara Republik

'};ﬁdo'r_ié‘éia?{— ‘ahun . 2 No;n_or -5; ’I‘a_mba_pl_lan- Lembaran

. Nomor 15 " Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambafian Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomior 4400);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

JPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang--
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang—,Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Peraerintahan ° Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan -Keuwangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak -
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran :
Negara Republik Indonesia Nomor .5049j; '

Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang -
Pembentulcan Peraturan Perundang—undangan,
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Naomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

-Indonesia Nomor 5 145);

Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor '20j
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78); 5

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerifitahian Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomeor 68 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan hasentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Halaman 2



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
, tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah;

17. Peraturan Daecrah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 200cC
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Duacrul
Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 07);

18. Peraturan Daecrah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 {(Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08};

19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor
03); :

20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi' Tahun 2008 Nomor 04);

21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik ,Daerah (Lembaran
Daerah Kotz Bukittinggi Tahun 2008 Nomor O7);

22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12); :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
: dan
WALIKOTA BUKITTINGGI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

- BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2:

Daerah adalah Kota Bukittinggi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh -
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonoemi dan Tugas

Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2

Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Bukittinggi yang selanjutnya
disingkat DPRD Kota Bukittinggi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penhyelenggara Pemerintahan daerah. : ;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentijk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan. lainnya termasuk kontrak investasj kolektif dan bentuk
usaha tetap. . i :

-alat-alat perkantoran lainnya,
10,

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran stas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Pemakaijan Kekayaan Daerah adalah retribusi atas pemakaian
kekayaan daerah. %

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi,

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertenty yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa. darj Pemerintah

bukti pembayaran atau penyetoran retribusj Yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atan- telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melaluj tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. '
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusj yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena Jjumlah kredit retribusi lebih besar’
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang,

Surat Tagihan Retribusj Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribus; dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan /atau denda,

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai darj Penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya, : 2 : :

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif da?
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah.
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21, Penyzd{kan tindak pidana dj bidang retribusi adalah serangkaian tindakan
Yyang dilakukan oleh Penyidik untuk mcencari serta mengumpulkan buktj
yang dengan bukti ity membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

' . BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2 y
Den,gax.l nama Retribusi Pemakaian’ Kekayaan Daerah dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- : Pasal 3
{1) Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah, kecuali penggunaan -
lahan yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
{(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Pemakaian ruangan /gedung/bangunan.
b. Pemakaian tanah, '

c. Pemakaian kendaraan bus, truk, alat-alat berat, mobil pemadam
kebakaran, mesin kordir komputer, dan alat mesin lainnya.

d. Pemakaian kursi, meja, tenda, sound system dan kelengkapan lainnya.
' Pasal 4

.Subjek retribusi adalah orang ;;ribadi atau .badan yang mermperoleh hak untulk
memakaj/ memanfaatkan fasilitas kekayaan daerah yYang diberikan oleh
Pemerintah Daerah. f ; .

BAB 11X
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5 3
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Usaha. : :
BAB IV -
CARA MENGUKUR‘ TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6° '

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu
pemakaian kekayaan daerah.

"BABYV .
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh penerimaan daerah.

{2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penerimaan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efesien dan berorinetasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
N ' Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan -
dan jangka waktu pemakaian.
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(2)

(3}

Besarnya tarif retribusi s
sebagai berikut :

1.

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Kota

Bukittinggi.

Dalam hal tarif dasar Yang berlaku suli
unsur-unsur tarif yang meliputi ;

t ditentukan, maka tarif ditetapkan

a. Unsur biaya per - satuan/unit penyediaan jasa.

b. Unsur penerimaan yang dikehendaki
Pasal

per satuan/ unit jasa.
9

ebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan

Pemakaian ruangan/ gedung/bangunan

a. Diklat Aparatur di Gulai Bancah
1)Pemakaian penginapan
a} Bagi Keperluan Diklat

e umlah Peserta 1 s/d 30 orang
eJumlah Peserta dj atas 30 orang

b} Bagi keperluan selain Diklat
2)Pemakaian ruang belajar

a) Jumlah peserta 1 s/d 30 orang
b) Jumlah peserta 31 s/d 40 orang

b. Rumah Dinas

1)Lokasi di Kelurahan Belakang 'Balok

2)Lokasi di Kubang Putih
3)Lokasi  perumahan
kawasan sekolah

Guru

4)Lokasi perumahan medis/paramedic

pada kawasan Puskesmas

S)Perumahan Pemko dj Kelu

Guguk Bulek =
c. Pemakaijan Panggung kehormatan
1) Bagi kepentingan non komersil
2) Bagi kepentingan komersil
d. Pemakaian Fasilitas Perpustakaan
Hatta

1) Auditorium siang hari

2) Auditorium malam hari

3) Ruangan theater siang hari

4) Ruangan theater malam hari
S) Ruangan seminar siang hari
6) Ruangan seminar malam hari

€. Pemakaian Edotel SMKN 2 Bukittinggi

1) Untuk Umum
a) Kamar Deluxe
b) Kamar Superior
¢) Kamar Standar
d) Extra Bed

f. Pemakaian Aula Balaikota Baru/Lam

a) Komersil
b) Non komersil

Rp., 15.000, - OH
Rp. 10.000, - OH
Rp.  25.000, - OH
Rp. 100.000,-/hari
Rp. 150.000,-/hari
Rp. 10.000,-/m2/th
Rp. 5.000,-/m2/th
pada Rp. 5.000,-/m2/th
Rp. 5.000,-/m2/th
rahan Rp. 5.000,~-/m2/th
Rp..  350.000,-/hari
Rp.  750.000,-/hari
Bung
- Rp. 5.000.000,-/hari
Rp. 2.500.000,-/hari
Rp. 1.000.000,-/hari
Rp. 1.000.000,-/hari
Rp. 1.000.000,-/hari
Rp. 1.000.000,-/hari
Rp. 300.000,-/kamar
Rp. 250.000,-/kamar
Rp. 200.000,-/kamar
Rp. 50.000,-
' Rp. 1.000.000,»
Rp. 750.000,

flalaman 6



2. Pemakaian Kendaraan Bus

a. Non AC
1} Dalam Propinsi . Rp.  300.000,-/hari
' 2) Luar Prop1n51 : Rp. 450.000,-/hari
b. AC e )
1)Dalam Propinsi Rp. 600.000,-/hari
2)Luar Propinsi . Rp. 900.000,-/hari

3. Pemakaian Alat-alat berat s
a. Truk/dump truk :
1)Dalam kota Rp. 400.000,-/hari
2)Luar kota : : Rp. 450.000,-/hari
b. Pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran Rp. 200.000,-/jam
C. Mesin gilas Barata 6 Ton Stater rezzial Rp. 600.000,-/hari

d. Mesin gilas Barata MGT 6 Ton Rp. 600.000,-/hari
e. Bull dozer DX 75 m : Rp. 1.400.000,-/hari
f. Whell loader "Rp. 1.200.000,-/hari
. & Motorgren b Rp. 1.400.000,-/hari
h. Tendem Roler M 6 B 7 Rp. 1.000.000,-/hari
i. Backhoe Loader - Rp. 1:400.000,-/hari
Jj- Skid steer loader ] Rp. 800.000,-/hari
k. Baby roller 1,5 ton Rp. 600.000,-/hari
1. Stumper Rp. 400.000,-/hari
m. Truk tangga Rp. 450.000,-/hari
n. Mesin gilas caterpilar 3 ton/baby rooler 3 ton Rp. 800.000,- /hari
o. Water 12 pk/11 p : Rp. 400.000,-/hari
4. Pemakaian kursi/ tenda z
a. Kursi lipat busa Rp. 5.000,-/unit/hr
b. Kursi plastik Rp. 1.500,-/unit/hr
c. Kursi sofa Rp. 250.000,-/set/ hr
d. Tenda :
1) Ukuran 6 mx 6 m Rp. 300.000,-/unit/ hr
2) Ukuran 6 m x4 m Rp. 200.000,-/unit/hr
3) Tenda minang Rp. 200.000,-/2 unit/hr -
S. Pemakaian sound system
a. Ramsa Rp. 1.000.000,-/hari
b. Toa Rp. 300.000,-/hari
c. Wireless Rp. 200.000,-/hari

6. Mesin Bordir Koxnputer
Jasa pelayangn pembuatan bordir, jilbab, Rp. 0,10 - 0,25/ stik/

baju, selendang, mukena dan Iazn-lazn tusuk jarum
7  Mesin Digital Printing (Exlator) Rp. 35.000,-/m
Pasal 10

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam- Pasa_l 9. tidak termasuk biaya.
sopir/operator, BBM, baterai dan lain-lain.
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BAB X1
TATA CARA PEMBAVARAN

Pasal 18
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan. tempat pembayaran retribusi
diatur dengan Peraturan Walikota. 7

BAB XI1
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua -
persen) setiap bulan dari retribusi yang terulang atau kurang dibayar. dan

ditagih menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran, : .

(2) Dalam jangka wakiu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan sﬁ_rat teguran atau

surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang,

(3) Surat teguran atau surat pcringétan atau surat lainﬁya yang sejenis
dikeluarkan oleh Walikota atay Pejabat yang ditunjuk.

BAB X1V
KEBERATAN

Pasal 23,

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bzhasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelus.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan,
kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

{(S) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat
(8) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewgjiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Y
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Pasal 22

(1) Walikota dalam jangka waktu pal'ing lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
digjukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi keputusan oleh Walikota. 4

(38) Keputusan Walikota atas keberatan dapat beruf)a menerima scluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang. ; . ik

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewut dan
Walikota tidak memberi suaru keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan. e

Pasal 23

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan scbagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan :,den_gan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

. BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota. :

(2). Walikota dalam jangka waktu" paling lama 6 (enam) bulun, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila  jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLRE
harus diterbitkan dalam Jjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kclebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut

{S) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam Jjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB. : =

(6} Jika pengembalian kelebjhan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 {dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribus\i/scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
% Pasal 25
(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.
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(3)

(1)

2y

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada
ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi lembaga-lembaga sosial
untuk kegiatan sosial, bencana alam, SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Bukittinggi dan/atau pihak lain atas pertimbangan yang wajar.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur
dengan Peraturan Walikota. : ‘

. BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
: Pasal 26 : : :
Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika :. ‘
a. Diterbitkan Surat Teguran atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung. ;

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah. ‘ :

Pengakuan utang Retribusi-secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Pasal 27

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piut\ayxg Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

Dinas/Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkar melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insen 'f/scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota,
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

; BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
‘Pasal 29
Pejabat Pegawai Negeri Sipii tertentu di lingkungan Pemerintalh Dacrah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh -
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. :

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. ménerima, mencari, rxicngumpulkan; dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mcengenai orang
pribadi atau DBadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; )

¢. meminta Keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindal:
pidana di bidang retribusi duerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumén lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah; :

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; :

Jj. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada - ayai (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah rctribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Denda scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencrimaan
negara.
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotz
Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2004 ° tentang Retribusi Pernakaian Kekayaan
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan rPengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 25 fguJie 2012
TA BUKITTINGGI,

o

Diundangkan di : Bukittinggi :
pada tanggal - PRy Agurtus 2012
SE RAH KOTA BUKITTINGGI,

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR ...Z....

Halaman 13



L

iI.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH XOTA BUKITTINGGI
NOMOR : @ TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKATIAN KEKAYAAN DAERAH

UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah .
terakhir dengan Undang~Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan
dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertaj dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara,

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan dacrah
yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas
dengan memeprhatikan Poptansi daerah.

Dengan lahirnya Undang--Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang -
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200c¢,
maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Retribusi’ Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dilakukan Peninjauan dan
penyesuaian kembalj,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah,
antara lain, pemancangan tiang listrik/ telepon atau
Fenanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan
umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6 o~
Cukup jelas.

Halaman 14



Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8 )
Cukup jelas.

 Pasal 9

Yang dimaksud dengan non komersil adzlah pemakaian tempat yang
digunakan tidak dimanfaatkarn untuk mencari keuntungan.

Yang dimaksud dengan komersil pemakaian tempat yang digunakan
dimanfaatkan untuk mencari keuntungan.
Pasal 10
Yang dimaksud dengan dan lain-lain adalah biaya/kebutuhan lain di
luar tarif retribusi.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13 -
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 .
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dapat
berupa karcis, kupon dan kartu langganun.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17 :
Ayat (1)
Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan
kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama
dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan
retribusi, antara lain pencetakan, formulir retribusi, pengiriman

surat-surat kepada wajib retribusi, atau penghimpun data
obyek dan subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang,

5 pengawasan penyetoran pajak dan nenagihan pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lein yang dipersamakan dapat

berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dapat
berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3) !

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas,

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2) ] ,

Yang dimaksud dengan pertimbangan yang wajar adalah.
dengan melihat kondisi tertentu, sebab-sebab’ terferitu dan
kegunaannya dilakukan untuk kepentingan sosial.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas,

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7 »e
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